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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dengan ini penulis 

menyimpulkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya 

penanggulangan perjudian sabung ayam di Kecamatan Kendawangan 

adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi perjudian yang sulit ditemukan 

       Lokasi perjudian yang tidak terduga dan sulit untuk dijangkau 

oleh kepolisian menjadi tempat pilihan bagi para pelaku agar terhindar 

dari jerat hukum. 

2. Adanya perlindungan dari oknum kepolisian. 

       Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari oknum 

kepolisian yang dibayar oleh pelaku perjudian sabung ayam sebagai 

uang tutup mulut. 

3. Adanya sikap tidak enak hati dari masyarakat untuk melaporkan 

pelaku 

       Warga sekitar yang sungkan untuk melaporkan praktek perjudian 

sabung ayam tersebut dengan alasan sudah mengenal dekat pelaku 

sehingga merasa tidak enak hati untuk melaporkan pelaku.
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4. Tidak adanya sikap jera dari pelaku 

       Pengakuan dari salah satu mantan pelaku perjudian mengatakan 

bahwa sulit untuk meninggalkan judi sabung ayam kerena telah 

menjadi hobi dan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari.25 

      B. Saran 

       Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diharapkan kepolisian 

khususnya kepolisian polsek kendawangan untuk segera mencari 

informasi mengenai praktik judi sabung ayam ini dan kemudian 

menangkap pelaku sampai ke akarnya serta segala yang terlibat di 

dalamnya. Kepolisian jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat 

dulu baru bergerak, tetapi mencari atau mengawasi segala hal yang dapat 

memberikan kesempatan untuk melakukan judi sabung ayam. Kepolisian 

sebelum dilantik akan dilakukan sumpah upacara sumpah jabatan terlebih 

dahulu, jangan hanya karena sogokan dari oknum masyarakat yang ingin 

melancarkan usaha haramnya membuat anggota kepolisian lupa akan 

sumpah jabatannya.  

       Kepolisian dalam menjalankan tugasnya tentunya akan lebih efektif 

jika didukung masyarakat. Masyarakat harusnya bekerjasama dan lebih 

terbuka kepada kepolisan, jangan karena perjudian tersebut dilakukan oleh 

 
25  HasIl wawancara dengan Kanit Reskrim polsek Kendawangan bapak Agus Isnayanto S.I.P.. 
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orang terdekat  sehingga tidak mau melaporkan tindakan perjudian 

tersebut. 
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